BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Hasil Penelitian Tentang Upaya Administratif pada Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
17/G/2021/PTUN.PLG
1.1. Para Pihak Yang
Berperkara
a). Penggugat
M. Raka Mulya Pratama, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Lorong Keluarga 3 RT. 041
RW. 013 KelurahanKebun Bunga Kecamatan Sukarami
Kota Palembang. Pekerjaan Eks Anggota POLRI,
b). Tergugat

Nama Jabatan . Kepala Kepolisian Daerah
Sumatera Selatan

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman
KM. 4,5 Kelurahan Pahlawan
Kecamatan Kemuning Kota
Palembang
1.2. Objek Sengketa
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan Nomor : Kep/95/1/2021 tanggal 27 Januari 2021
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas

POLRI atas nama M. Raka Mulya Pratama Panglat

BRIPDA NRP : 97020296.
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1.3. Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh

Penggugat padaPutusan Nomor: 17/G/2021/
PTUN.PLG.

Penggugat mendalilkan  mengenai  Upaya
Administratif yang telah ditempuh yakni berdasarkan Pasal
1 angka 20 UU Nomor4 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Polri,
Penggugat pada tanggal 16 Desember 2020 telah
melakukan upaya bading atas Putusan Sidang Komisi Kode
Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/04/XI1/2020/
KKEP, tanggal 15 Desember 2021 Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor
Banyuasin, yang memutuskan Penggugat Terbukti Secara
Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (b)
dan Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Kode Ertik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Dan Merekomendasikan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai
Anggota Polri kepada Kapolda Sumatera Selatan.

Terhadap upaya Banding Administatif yang
dilakukan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak serta
menguatkan sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Polri Polres Banyuasin Nomor : PUT
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KKEP/04/X11/2020/KKEP, tanggal 15 Desember 2020,
atas nama BRIPDA M. Raka Mulya Pratama NRP :
97020296 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres
Banyuasin berupa Rekomendasi PTDH (Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat) sebagai Anggota Polri,
sebagaimana yang tertuang angka 3 tentang
memperhatikan, dalam Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/95/1/2021 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri,
tertanggal 21 Januari 2021 (Keputusan objek sengketa).

Bahwa terhadap Keputusan objek sengketa,
Penggugat kembali melayangkan surat keberatan ke
Japolda Sumatera Selatan, tertanggal 8 Februari 2021, hal
ini berdasarkan ketentuan sebagaiamana yang diatur dalam
Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Adminitrasi Pemerintah Jo Perma Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pedoman Penyelesaian  Sengketa
Adminitrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya
adminitasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Terhadap Upaya Administarsi (berupa Keberatan)
yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, sampai dengan
gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang, tidak ada jawaban/respon dari
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1.4.

Pihak Tergugat. Selanjutnya Penggugat mendalilkan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, maka
Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, yang vyurisdiksinya mencakupi tempat
kedudukan Tergugat, adalah berwenang untuk memeriksa
dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat
Gugatan ini.
Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Penggugat
telah menempuh Upaya Administratif

Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian
terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan
mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan
sesuai dengan ketentuan hukum acarayang berlaku di
Peradilan Tata Usaha Negara. Aspek formal tersebutantara
lain mengenai apakah Penggugat telah menempuh Upaya
Administratif dan Pertimbangan hukum mengenai
Tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa ketentuan  mengenai
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tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal
55 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam dalil gugatan halaman 6
bagian Ill. Tentang Tenggang Waktu, Penggugat pada
pokoknya menyebutkan baru mengetahui tidak lagi
sebagai Anggota Kepolisian terhitung sejak 31 Januari
2021, ketika menerima objek sengketa tertanggal 27
Januari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat
yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa sejak 31
Januari 2021, kemudian dihubungkan dengan gugatan yang
diajukan atau didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 1
Maret 2021, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya,
Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat sehingga
masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal
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tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya
ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pedoman Penyelesaian  Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif,diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah
dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan
peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia
Nomor 10 Tahun2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E. Rumusan
Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3huruf e
disebutkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha

Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan



dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan
pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang
tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah
diatur dalam peraturan perundang-undangan Yyang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam
perkara initelah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha
negara dan objek sengketa merupakan keputusan Tergugat
in casu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
tentang pemberhentian hormat yang didasarkan pada
komisi etik sehingga tidak perlu diajukan upaya
administratif, maka Pengadilan in casu Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang
memeriksa, memutusdan menyelesaikannya baik secara
absolut maupun relatif, dan berdasarkan hal tersebut syarat
formal gugatan tentang kewenangan mengadili telah

terpenuhi;

Amar Putusan Hakim menyatakan Gugatan
Penggugat Ditolak. Amar putusan yang demikian ini
menunjukan bahwa hakimtelah mempertimbangkan pokok
perkara, yakni mempertimbangkan keabsahan keputusan
objek sengketa. Dalam amar putusan gugatan ditolak

berarti keputusan objek sengketa dinyatakan tetap sah.
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Serta,amar putusan yang berbunyi Gugatan Ditolak berarti
pula sudah tidak ada lagi persoalan dengan formalitas
gugatan.

2. Hasil Penelitian Tentang Upaya Administratif pada Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor
11/G/2021/PTUN.MKS.

2.1. Para Pihak Yang Berperkara

a) . Penggugat
Muh. Andhika Kaliwiraatmaja, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di R.W. Monginsidi No.18
Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten
Toraja Utara. Pekerjaan Mantan Anggota POLRI,

b) . Tergugat
Nama Jabatan : Kepala Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan; Tempat Kedudukan Jalan Perintis

Kemerdekaan KM.16, Kota Makassar;

2.2. Objek Sengketa
Objek Sengketa dalam perkara tersebut adalah
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
Nomor : Kep/965/1X/2020, tentang pemberhentian tidak
dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia a.n. Briptu Muh. Andika K, NRP 86021316, Ba

Satsabhara Polres Tana Toraja tanggal 30 September 2020.
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2.3. Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh
Penggugat pada Putusan Nomor: 11/G/2021/
PTUN.MKS.

Bahwa pada hari selasa, tanggal 20 Oktober
2020 pukul 11.25 Wita Penggugat menerima Surat perihal
mengikuti Upacara PTDH atas nama Penggugat yang diantar
oleh AIPDA MUHAJIR,SE. NRP 82020272 Jabatan PS
PAURMIN Pers Bag SUMDA Polres Tana Toraja;

Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat,
Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2020 mengajukan
Upaya Administrasi Keberatan atas keputusan Tergugat
yang telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat terhadap diri Penggugat, dan surat Keberatan
Penggugat tersebut diterima oleh Staf Setum Polda Sul-sel
dan dicatat dalam buku Register Setum pada tanggal 06
Nopember 2020 ;

Bahwa Upaya Administratif Keberatan yang
diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yaitu
pengajuannya 21 (duapuluh satu) hari kerja, sesuai yang
diatur dalam Pasal 77 Jo Pasal 75 UU Administrasi
Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah
menempuh upaya administratif ;

Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu 10
(sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Upaya
Administratif Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal
77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Namun sampai
dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat
belum menyelesaikan keberatan Penggugat, sebagai akibat
hukum dari Tergugat yang belum menyelesaikan keberatan
Penggugat, maka keberatan Penggugat dianggap
dikabulkan, berdasar Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi
Pemerintahan yang mengatur: “Dalam hal Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 3 UU
NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga
masyarakat dapat mengajukan gugatan kePengadilan ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh
Upaya Administratif Pemerintahaan sebagaimana yang di

syaratkan dalam Pasal 76 ayat 3 UU NO. 30 Tahun 2014
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tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan atas
dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan Nomor : Kep/965/1x/2020 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia A.N. Briptu
Muh Andika K, Npr 86021316, Ba Sat Sabhara Polres
Tana Toraja, yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30
September 2020, ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN)Makassar.

Bahwa Gugatan Penggugat, di daftarkan melalui
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Makassar, pada hari Kamis, Tanggal 04 Februari 2021,
sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai yang di
syaratkan oleh undang-undang Pasal 55 Undang-Undang
RI, Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Juncto Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun
1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 5 ayat (1) Perma
Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Tenggang
Waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan

puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administrasi
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diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh
Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang

menangani Penyelesaian upaya Administrasi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28
Oktober 2020 dan telah diterima oleh Staf Setum Polda-
Sul-sel pada tanggal 06 Nopember 2020 ditambah dengan
ketentuan batas waktu bagi Tergugat untuk memberikan
Tanggapan/jawaban atas Keberatan yang diajukan
berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 yang berbunyi ; Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja, Maka dihitung secara kasuistis,
pengajuan Gugatan Penggugat diajukan dalam waktu 76
(tujuh puluh enam) Hari ;

Bahwa oleh karena upaya hukum administratif
telah ditempuh oleh Penggugat namun tidak membuat
Tergugat mencabut/merubah objek sengketa maka tidak
ada lagi yang dapat Penggugat lakukan selain mengajukan
Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Gugatan ini telah

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
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2.4.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang
menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di
Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak
keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga

masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat

administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian
administrasi” ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka
Patut Serta Berdasar Hukum Bagi Gugatan Penggugat
untuk dapat diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara
Makassar karena masih dalam tenggang waktu sesuai yang
disyaratkan oleh Undang-undang ;
Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Penggugat
belum menempuh Banding Administratif
1). Setelah Majelis Hakim mencermati berbagai ketentuan
yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa
Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum
yang mengatur mengenai upaya administratif yang
berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalam
menerbitkan objek sengketa, oleh karena itu

didasarkan pada ketentuan Perma Nomor 6 Tahun
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2).

3).

2018, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada

ketentuan mengenai upaya administratif yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (UU-AP).

Bahwa yang dimaksud Pejabat Pemerintahan yang

menetapkan keputusan yang merasa dirugikan warga

Negara (Penggugat) adalah Keputusan Objek

Sengketa yang ditetapkan oleh Kapolda Sulawesi-

Selatan (Tergugat); dan yang dimaksud atasan

Pejabat adalah atasan Pejabat Pemerintahan yang

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia

(Kapolri).

Dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta

hukum terkait Upaya Administratif yang telah

ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan,
yaitu :

- Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat
pada tanggal 30 September 2020 dan diterima
oleh Penggugat melalui Kabag Sumda Polres
Tana Toraja pada tanggal 15 Oktober 2020;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya
administrasif keberatan kepada Tergugat dalam

suratnya tertanggal 28 Oktober 2020;
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4),

5).

6).

- Bahwa terhadap upaya administrasif keberatan
yang diajukan Penggugat, Tergugat telah
memberikan jawaban melalui Surat tanggal 12
November 2020;

- Bahwa Pengugat tidak mengajukan upaya
administratif berupa banding terhadap Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Penggugat telah mengajukan keberatan kepada

Tergugat, dan Tergugat sudah memberikan jawaban

terhadap keberatan dari Penggugat, yang pada

pokoknya menolak keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya

mendalilkan bahwa Tergugat memiliki tenggang

waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan

Upaya Administratif Keberatan sebagaimana diatur

dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi

Pemerintahan, Namun sampai dengan berakhirnya

tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum

menyelesaikan keberatan Penggugat;

Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat

sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara, terlebih dahulu mengajukan Upaya
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Administratif berupa Banding Kepada Kepala
Kepolisian Negara RepublikIndonesia,

7). Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak
menempuh Upaya Administratif berupa Banding,
maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat
kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan
hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan
dengan demikian Pengadilan tidak berwenang untuk

memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini.

3.Hasil Penelitian Mengenai Pertimbangan Hukum dalam
Menentukan Keabsahan Keputusan Objek Sengketa pada
Putusan PTUN Palembang Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan
mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek
sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2)
hurufa dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku meliputi aspek
kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan
pertimbangan hukum sebagai berikut:
a) Aspek Kewenangan
Ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan
kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia:
2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia:
3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia(selanjutnya disebut dengan Peraturan



4)

KAPOLRI) Nomor

8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran
Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian
Negara Republikindonesia;

Panduan Teknis atas Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:
Kep/74/X1/2003 tentang Pokok-Pokok
Penyusunan LapisLapis Pembinaan Sumber Daya
Manusia POLRI :

Menimbang, Pengadilan berkesimpulan
mengenai adanya pendelegasian kewenangan
dari Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia  (KAPOLRI) kepada  Kepala
Kepolisian  Daerah  (KAPOLDA)  untuk
melakukan Pemberhentian  Tidak  Dengan
Hormat dari Dinas POLRIterhadap Anggota
POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu
(AIPTU) ke bawah di wilayahnya. Bahwa Daftar
atauUrutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang
tertinggi  sampai  terendah diatur dalam
Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik
Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3
Oktober 2000. Selanjutnya dari objek sengketa,
diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir
berpangkat BRIPDA dan bertugas pada kesatuan
Kepolisian Resor Banyuasin;

Berdasarkan ketentuan hukum di atas,
dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat
terakhir berpangkat BRIPDA yang dalam hal ini
berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di
kesatuan Kepolisian Resor Banyuasin yang
berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam
aspek kewenangan Tergugat (Kepala Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan) untuk menerbitkan
objek sengketa dalam perkara ini berupa
keputusan pemberhentian tidak dengan hormat
atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

b) Aspek Prosedur

Alasan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas POLRI karena Penggugat
melanggar Pasal 7ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf
¢ Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

49



Indonesia.
Ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Anggota POLRI diatur dalam
ketentuan hukum sebagaiberikut:
1)Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian  Anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia.

2)Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

3)Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Awal mula kasus yang menimpa Penggugat
yakni adanya Laporan Polisi Sipropam Polres
Banyuasin  Nomor: LP- A/03/X1/2020/Sipropam
tanggal 06 Nopember 2020 atas nama Penggugat yang
diduga telah mengonsumsi narkoba seperti tercantum
dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran
Kode Etik POLRI Nomor : BP3KEPP/
06/X1/2020/Sipropam tanggal 20 November 2020, dan
kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kepala
Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL No.
Lab : SKHP/27/NNF/2020/ Narkoba tanggal 16
November 2020 termuat bahwa urine Penggugat
positif mengandung Metamfetamina;

Kemudian melalui Keputusan Nomor :
Kep/108/X11/2020 tanggal 7 Desember 2020 Tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi POLRI,
KepalaKepolisian Resor Banyuasin telah membentuk
Komisi KodeEtik Profesi Polri yang ditugaskan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap terduga Pelanggar
atas nama Penggugat, namun sebelum dilakukan
Sidang Komisi Kode Etik Profesi, telah dilaksanakan
Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin
tentang Peninjauan Pengakhiran Dinas personel di
lingkungan Polres Banyuasin atas nama Penggugat
berdasarkan bukti T.9 berupa Surat Perintah Kepala
Kepolisian Resor Banyuasin Nomor :
Sprin/1334/X11/HUK.6.6/2020 tanggal 11 Desember
2020 dan bukti T.11 berupa Berita Acara Sidang
Dewan Pertimbangan Karier Polres Banyuasin tanggal
14 Desember 2020;

Setelah dilaksanakannya Sidang Komisi Kode
Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat, dijatuhkan
Putusan Nomor: PUT.KKEP/04/XIl/ 2020/KKEP
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tanggal 15 Desember 2020,dengan sanksi administratif
yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai AnggotaPolri.
Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan
keberatan dan menyatakan banding sebagaimana
termuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan
Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor :
BP3KEPP/06/X1/2020/Sipropam tanggal 20
November 2020;

Selanjutnya  Kepala  Kepolisian  Resor
Banyuasin selaku Atasan Penggugat melalui
Keputusan Nomor : Kep/17/X11/2020 tanggal 17
Desember 2020 Tentang Penetapan Keputusan
Komisi Kode Etik Profesi POLRI dan Surat
Keterangan Nomor: SKET/B-
119/XI11/HUK.12.12/2020 tanggal 18 Desember 2020
menyatakan setuju atas rekomendasipenjatuhan sanksi
terhadap Penggugat tersebut serta meneruskannya
kepada Tergugat melalui Surat Nomor :
R/372/XI11/HUK.12.10/2020 tanggal 21 Desember
2020;

Kemudian dilaksanakan Sidang Banding
Komisi Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat
yang menjatuhkan Putusan Nomor : PUT
BANDING/16/1/2021/Kom Banding tanggal 20
Januari 2021 vyang pada pokoknya menolak
permohonan banding dari Pemohon Banding (in casu
Penggugat) dan menguatkan Putusan Komisi Kode
Etik Profesi POLRI Nomor: PUT
KKEP/04/X11/2020/KKEP tanggal 15 Desember
2020;

Kemudian selanjutnya Tergugat menerbitkan
KeputusanNomor : Kep/68/1/2021 tanggal 22 Januari
2021 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas
nama Penggugat, kemudian Tergugat menerbitkan
objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan
Nomor : Kep/95/1/2021 tanggal 27 Januari 2021
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas POLRI atas nama M. Raka Mulya Pratama;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek
sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan
sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang
mengaturnya, sehingga dari aspek prosedurpenerbitan
objek sengketa dinyatakan telah sesuai dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundangundangan
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yang berlaku;
c) Aspek Substansi

Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  yang
dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah
mengenai telah tepat atautidaknya muatan keputusan
yang menjadi objek sengketa. Bahwa dalam Peraturan
KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap
Anggota POLRI wajib menjaga dan meningkatkan
citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan
POLRI dan Pasal 11 huruf ¢ menyebutkan setiap
Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma
kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal,
dan norma hukum.

Penggugat sebagai Anggota POLRI dengan
Pangkat Brigadir Polisi Dua, salah satu tugas
utamanya adalah  menegakkan  hukum  dan
memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk
mencegah dan memberantas penyebaran
narkotika/narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes
urine terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis
Metamfetamina, sehingga majelis hakim menilai hal
tersebut telah mencoreng citra, reputasi dan
kehormatan POLRI yang dibebankan kepada setiap
anggotanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)
hurufb dan Pasal 11 huruf ¢ Peraturan Kapolri Nomor
14 Tahun 2011Tentang Kode Etik Profesi POLRI.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek
sengketa dari aspeksubstansi juga telah sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2) Keputusan objek sengketa Tidak Bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Selain mendalilkan penerbitan objek sengketa
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Penggugat juga mendalilkan objek
sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian
hukum dan asas kecermatan



Atas dalil Penggugat di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa bahwa oleh karena dalil-dalil
Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat
dipertimbangkan olen  Pengadilan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan, sehingga secara
mutatis mutandis juga dijadikan dasar pertimbangan
pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB), dan dengan demikian Pengadilan
berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai
dan tidak bertentangan dengan AUPB.

Pada akhir pertimbangan hukum mengenai
keabsahan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa dari
aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum
Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Pengadilan
berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan
gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara
ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak
beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya.

B. PEMBAHASAN
1. Perbandingan pertimbangan hukum Hakim dalam
menentukan upaya administratif dalam memutus sengketa
Tata Usaha Negara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) Anggota Kepolisian antara Putusan Nomor
17/G/2021/ PTUN.PLG dengan PutusanNomor 11/G/2021/
PTUN.MKS.
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, hal tersebut berarti bahwa disetiap

sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia termasuk tindakan
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penguasa harus berlandaskan hukum baik tertulis maupun tidak
tertulis. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum adalah
mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang
mengenai apa yang menjadi haknya. Sehubungan dengan
pendapat tersebut, Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan 4
jenis lembaga peradilan yang ditegaskan kembali dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Ketentuan tersebut menyebutkan salah satu
lingkungan peradilan di Indonesia adalah lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara. Guna melaksanakan ketentuan tersebut, maka
diundangkanlah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan TataUsaha Negara selanjutnya disebut UU Peratun.
Tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang
berpengaruh pada pelaksanaan Acara Peradilan Tata Usaha
Negara terutama terhadap kompetensi absolut. Selain UUAP,
Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya
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Administratif juga berpengaruh terhadap acara Peradilan Tata
Usaha Negara dalam kaitanya dengan keharusan untukmenempuh
upaya administratif sebelum mengajukan gugatan.

Upaya Administratif merupakan salah satu bentuk dari
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, Wiyono dalam
bukunya menjelaskan tentang Upaya Administratif. Penjelasan
terkait Upaya Administratif dalam buku Wiyono adalah sebagai
berikut?:

“ Pengertian mengenai Upaya Administratif adalah suatu
prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan
hukum perdata jika tidak puas dengan dikeluarkanya suatu
Keputusan Tata Usaha Negara. Upaya administratif diatur
dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa pengadilan berwenang
untuk memutus, memeriksa, dan mengadili sengketa Tata
Usaha Negara apabila telah menempuh jalur upaya
administratif, artinya upaya administratif merupakan sebuah
keharusan sebelum mengajukangugatan sengketa Tata Usaha
Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. «

Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun diatur
dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan  peraturan
perundang-undangan  untuk menyelesaikan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha
Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut
harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif

21 Wiyono,Op Cit. HIm 108.
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yang bersangkutan telah digunakan.

Prosedur upaya administratif terdiri dari dua bentuk yakni
prosedur keberatan dan banding administratif, berdasarkan
penjelasan Pasal 48 Ayatl UU Peratun memberikan penjelasan
sebagai berikut :

1) Keberatan, yaitu prosedur upaya administratif Dalam hal
penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus
dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur
yang ditempuh tersebut disebut "keberatan".

2) Banding administratif, yaitu prosedur upaya administratif
Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi
atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan
yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan
"banding administratif. (catatan: pengertian “banding” di
sini, berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal
78 UU-AP. Dalam Pasal 78 tidak terdapat frasa “instansi
lain”).

Ketentuan pasal lain dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 yang
erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 48 adalah Pasal 51 ayat (3)
UU Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa
“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama
sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48.” Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) UU
Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditarik suatu pemahaman bahwa
pabila Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, tetapi

tidak puas terhadap penyelesaian Upaya Administratif,dan

menggugatnya kePeradilan Tata Usaha Negara maka gugatannya
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langsung ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT.TUN) sebagai pengadilan tingkat pertamanya, bukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Halini terkait dengan
konsep alur berperkara di Peratun sesuai dengan UU Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP) Jo. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian
Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif, ketentuan yang barkaitan dengan Upaya
Administratif di Peratun mengalami perubahan yang sangat
signifikan. Berikut dalam paragraf-paragraf selanjutnya akan
disajikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Upaya

Administratif.

a. Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU-AP).

Pasal 75 UU-AP menentukan :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan
dan/atau  Tindakan  dapat mengajukan  Upaya
Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan
Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiriatas:
a. keberatan; dan
b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau
Tindakan, kecuali:
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a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera
menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi
membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa upaya
administratif terdiri atas keberatan dan banding. Ketentuan
pasal tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 76 UU-AP yang
berbunyi :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang
menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang
diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada
Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga
Masyarakat dapat mengajukangugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak
sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan tuntutan administratif.

Mengenai “keberatan” diatur dalam ketentuan Pasal 77
UU-AP, sebagai berikut :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya
Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan
keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
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(6)

(7)

menyelesaikan  keberatan dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap
dikabulkan.

Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti
dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan
keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Mengenai “banding” (banding administratif) diatur

dalam ketentuan Pasal 78 UU-AP, sebagai berikut :

(1)

@)

(3)

(4)

()

(6)

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya
keberatan diterima.

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan
Keputusan.

Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan
banding.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan
banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

. Upaya Administratif dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa

Administrasi  Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif.

Terbitnya Perma ini sebagai peraturan pelaksanaan
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yang merupakan bagian Hukum Acara yang berlaku di
Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) khususnya terkait
dengan ketentuan mengenai Upaya Administratif. Perma ini
juga mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, walaupun tidak
sama persis (ada sedikit perbedaan) dengan kedua undang-
undang tersebut.
1) Ketentuan mengenai pengertian Upaya Administratif
Pasal 1 angka 7 menentukan : Upaya Administratif
adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan
dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai
akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan yang
merugikan.
2) Ketentuan mengenai wewenang PTUN. Pasal 2 menentukan

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan  menyelesaikan sengketa
administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif.

(2)Pengadilan memeriksa, memutus dan
menyelesaikan gugatan sengketa administrasi
pemerintahan menurut ketentuan hukum acara
yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan
lain dalam Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3) Ketentuan mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan.

Pasal 5:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan
dihitung



90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas
upaya administratif diterima oleh Warga
Masyarakat atau diumumkan oleh Badan clan/
atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang
menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan
hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang
waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung
sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui
keputusan tata usaha negara yang merugikan
kepentingannya.

Maksud dari ketentuan ini yakni dalam hal dalam peraturan
perundang-undang objek sengketa terdapat ketentuan yang
mengatur mengenai Upaya Administratif, maka cara dan
prosedur penyelesaian Upaya Administratif menggunakan
peraturan yang menjadi dasar keputusan objek sengketa
tersebut. Kemudian apabila dalam peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek
sengketa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai
Upaya Administratif, maka cara dan prosedur penyelesaian
Upaya Administratif menggunakan ketentuan yang terdapat
dalam UU-AP.Sebagai contoh dalam perkara a-quo, objek
sengketanya adalah Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Dinas POLRI, maka peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasarnya adalah Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.
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c. Upaya Administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian negaraRepublik Indonesia;

Ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Anggota POLRI diatur dalam ketentuan hukum sebagai
berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang

Pemberhentian  Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, khususnya:

Pasal 11:

Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia ~ yang diberhentikan tidak

dengan hormat apabila :

- Melakukan tindak pidana yang menjadi dasar

dikeluarkannya keputusan

- Melakukan pelanggaran;

- Meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji
anggota  Kepolisian Negara Republik  Indonesia,
Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Khususnya:
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Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Anggota
POLRI wajib menjaga dan meningkatkan citra,
soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI;
Pasal 11 huruf ¢ menyebutkan setiap Anggota Polri
wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan,
norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma
hukum;
Pasal 20
1) Anggota POLRI yang diduga melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;
2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah
dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan
melalui sidang KKEP;
Pasal 21
1)Anggota POLRI yang dinyatakan sebagali
Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
huruf g. PTDH sebagai Anggota POLRI;
2)Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.;

3)Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan
kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran
meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota
POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

3. Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi:

a)  Pemeriksaan Pendahuluan;

b)  Sidang KKEP;

c)  Sidang Komisi Banding;

d)  Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
e) Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan

f)  Rehabilitasi personel;

Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyebutkan:
1)  Pelanggar berhak mengajukan banding atas
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putusan sidang yang bersifat administratif kepada
pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat
KKEP fungsi Wabprof;
2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis
yang yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar
melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari
setelah putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 ayat (2), menyebutkan:

Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak menerima permohonan usulan

pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan

keputusan pembentukan Komisi Banding;

Pasal 65 ayat (3) menyebutkan:

Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21

(dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;

Pasal 68 ayat (2) menyebutkan:

Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga

Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan

menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman

Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat

KKEP fungsi Wabprof

Analisis terhadap Upaya Administratif dalam Putusan

Nomor:17/G/2021/PTUN.PLG. Menurut Penulis yakni sebagai

berikut:

1) Penggugat beberapa kali menggunakan narkoba, sehingga
Penggugat sudah terbukti melanggar Kode Etik Polri. Tanggal
15 Desember 2020 Polres Banyuasin mengeluarkan Putusan
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
KKEP/04/X11/2020/KKEP  yang memutuskan  bahwa
Penggugat dinyatakan melanggar Kode Etik Polri dan
Merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH) Sebagai Anggota Polri kepada Kapolda Sumatera



Selatan (Tergugat).

2) Penggugat pada tanggal 16 Desember 2020 melakukan upaya
banding administratif kepada Kapolda Sumatera Selatan
(Tergugat). Menurut penulis Banding Administratif ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menentukan: Pengadilan
dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan
sengketaadministrasi pemerintahan menggunakan peraturan
dasar yangmengatur upaya administrasi tersebut. Peraturan
dasarnya yakni berupa Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun
2011 yang menentukan bahwa terhadap Putusan Sidang
Komisi Kode Etik dapat diajukan banding kepada Kapolda.
Dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun
1986, Upaya Administratif tersebut termasuk dalam jenis
“banding Administrasi” karena diajukan kepada atasan dari
Kapolres.

3) Terhadap Banding Administratif tersebut, Tergugat (Kapolda
Sumatera Selatan) tidak menanggapinya, malahan Tergugat
tetap mengeluarkan keputusan objek sengketa tertanggal

27 Januari 2021.

4) Terhadap Keputusan objek sengketa, Penggugat kembali
melayangkan Upaya Administratif berupa surat Keberatan ke

Kapolda SumateraSelatan, tertanggal 8 Februari 2021, hal ini



berdasarkan ketentuansebagaiamana yang diatur dalam Pasal
75 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Adminitrasi Pemerintah Jo Perma Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi
Pemerintahan setelah menempuh upaya adminitasi Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3. Sebenarnya apabila dikaitkan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan, bagian E, Rumusan Hukum Kamar
Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e; sebenarnya
seharusnya Penggugat tidak perlu melakukan upaya Keberatan
ini, sebenarnya Penggugat dapat langsung mengajukan

gugatan ke PTUN.

5) Terhadap Upaya Administarsi (berupa Keberatan) yang

dilakukan oleh Penggugat tersebut, sampai dengan gugatan ini
didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Palembang, tidak ada
jawaban/respon dari Pihak Tergugat. Sikap Tergugat yang
tidak menanggapi surat Keberatan, sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Upaya
Administratif yang tersedia yakni berupa Banding atas Putusan
Sidang Komisi Kode Etik Polri yang telah dilakukan sebelum

surat keputusan objek sengketa dikeluarkan. Sehingga
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terhadap keputusan objek sengketa dapat langsung digugat ke

PTUN tanpa harus menempuh Upaya Administratif lagi.

6) Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2021 Penggugat
mengajukan gugatan ke PTUN Palembang. Dalam perkara ini
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinyatakan
telah menempuh upaya administratif. Dasar alasan hukum
yang digunakan oleh Majelis Hakim yakni Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, bagian E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha
Negarapada angka 3 huruf e disebutkan: pada pokoknya bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili
perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak
Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana
atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upaya
administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, dan ketentuan ini
sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018.

7) Amar Putusan Hakim menyatakan Gugatan Penggugat
Ditolak. Amar putusan yang demikian ini menunjukan bahwa
hakim telah mempertimbangkan pokok perkara, yakni

mempertimbangkan keabsahan keputusan objek sengketa.



Dalam amar putusan gugatan ditolak berarti keputusan objek
sengketa dinyatakan tetap sah. Serta, amar putusan yang
berbunyi Gugatan Ditolak berarti pula sudah tidak ada lagi

persoalan dengan formalitas gugatan.

Analisis terhadap Upaya Administratif dalam Putusan
PTUN Makasar Nomor: 11/G/2021/PTUN.MKS. Menurut
penulis yakni sebagai berikut:

1)Penggugat telah divonis (inkraht) Putusan P.N., PT, dan
MahkamahAgung bersalah menyalahgunakan narkoba, Putusan
Kasasi Mahkamah Agung tertanggal 1 Oktober 2014. Adanya
putusan pengadilan dalam perkara pidana ini menunjukan
bahwa alasan terbitnya keputusan objek sengketa adalah karena
Penggugat diputus bersalah melakukan tindak pidana, dan itu
termasuk juga pelanggaran terhadap kode etik Polri.

2)Pada Tanggal 13 Mei 2019 Polres Tana Toraja mengeluarkan
Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT
KKEP/06/V/2019/KKEP. Pelaksanaan sidang Kode Etik Polri
ini sebagai pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun
2012.

3)Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 Penggugat langsung
melakukan upaya banding administratif kepada Komisi
Banding Kode Etik melalui Kapolda Sulawesi Selatan

(Tergugat) (Banding administratif ini terhadapputusan sidang
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kode etik tertanggal 13 Mei 2019), banding administratif ini
tidak pernah ditanggapi. Di saat Penggugat sedang menunggu
jawaban atas Banding Administratif (dan ternyata banding
administratif tersebut tidak ditanggapi), akan tetapi Kapolres
Tana Torajamengeluarkan surat rekomendasi pada tanggal 21
Agustus 2020, Kapolres Tana Toraja mengeluarkan surat
Nomor : R/126/VIII/HUK.11.1/2020  Perihal  Usulan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat A.n. BRIPTU MUH
ANDIKA K, NRP 86021316 BA SATSABHARA POLRES
TANA TORAJA, usulan (rekomendasi) ini ditujukan kepada
Kapolda Sulawesi Selatan (Tergugat). Rentang waktu yang
lama antara pelaksanaan sidang kode etik (tanggal 19 Mei 2019)
dengan usulan (rekomendasi) yang dikeluarkan oleh Kapolres
(21 Agustus 2020), hal ini bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan yakni antara lain Perkap No 14 Tahun
2011 dan Perkap No 19 Tahun 2012. Di samping itu juga
menghambat hak-hak Penggugat untuk mengajukan banding

administratif kepada Komisi Banding.

4)Selanjutnya Tergugat (Kapolda Sulawesi Selatan) tetap
mengeluarkan keputusan objek sengketa tertanggal 30
September 2020. Kemudian padatanggal 28 Oktober 2020,
Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat, dan

Tergugat telah menjawab keberatan tersebut tanggal 12
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November 2020 (walaupun jawaban tersebut tidak pernah
diterima oleh Penggugat), selanjutnya Penggugat tidak
mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat.
Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2021, Penggugat
mengajukan gugatan ke PTUN Makasar. Dalam perkara ini
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru menempuh
keberatan, dan dinyatakan belum menempuh Banding
Administratif, dan Amar Putusannya menyatakan bahwa
GugatanPenggugat Tidak Diterima (N.O). Terhadap hal ini,
yakni pengajuan “Keberatan” oleh Penggugat atas keluarnya
keputusan objek sengketa sebenarnya merupakan
kebingungan dari Penggugat menghadapi kekacauan proses
penjatuhan PTDH terhadap dirinya, karena seandainya
Penggugat akan mengajukan Banding terhadap Putusan Sidang
Kode Etik, hal ini sudah tidak dimungkinkan lagi. Maka sesuai
dengan mekanisme ketentuan UU No 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan Pasal 75 -78, Penggugat
mengajukan upaya administratif berupa “Keberatan”, akan
tetapi sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dikeluarkannyakeputusan objek sengketa, Upaya
Administratif yang tersedia adalah Banding terhadap Putusan
Sidang Komisi Etik, dn banding tersebut diajukan kepada

Komisi Banding. Mekanisme Upaya Administratif nya bukan
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keberatan atau banding terhadap keputusan objek sengketa.
Halini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6
Tahun 2018 serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indoensia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian
E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3
huruf e disebutkan: pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata
Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang
berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang
didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi
Etik, yang tidak perlu diajukan upaya administratif lagi
karena sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.

5) Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis menarik

kesimpulan dari majelis hakim yang menyatakan bahwa
Penggugat belum menempuh Banding administratif sehingga
Gugatan Tidak Diterima, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, tidan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang menjadi  dasar
dikeluarkannya keputusan objek sengketa, bahkan Majelis
Hakim tidak memperhatikan atau tidak menggunakan Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 10 Tahun
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2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Tahun 2020 sebagai pertimbangan hukum dalam
memutus perkara tersebut. Dengan demikian pertimbangan
hukum hakim yang menyatakan bahwa Penggugat belum
menempuh Banding Administratif dan oleh karenya gugatan
Penggugat tidak diterima, merupakan pertimbangan hukum
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta
tidak memperhatikan yurisprudensi putusan-putusan PTUN
yang menangani perkara sejenis yang diputuskan pasca
terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Tahun 2020. Dalam alinea ini disebutkan bahwa
Penggugat mengajukan  Upaya Administratif  berupa
“keberatan”, tetapi Tergugat tidak menanggapi atau
mengeluarkan keputusan atas keberatan tapi sudah melebihi 10
hari kerja,terhadap hal ini keputusan Tergugat atas keberatan
tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN, menurut
Hari Sugiharto yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan
asal yang merugikan Penggugat, bukan keputusan hasil upaya
administratif (bukan keputusan atas keberatanmaupun banding

administratif).?> Hal ini berarti, apabila Tergugat tidak

22 Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto , Upaya Administratif Sebagai Perlindngan
Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Arena Hukum, Vol. 11, No. 1 (2018),
him.160.



menyelesaikan upaya keberatan, dan atasan Tergugat tidak
menyelesaikan banding administratif, sikap diam tidak
menyelesaikan keberatan dan banding tersebut tidak dapat
dijadikan objek gugatan.

Menurut penulis, atas analisis kedua upaya administratif di
atas, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan mengenai
perbandingan kedua putusan tersebut sebagai berikut :

1) Upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dalam
putusan PTUN Palembang Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG, oleh
Majelis Hakim dinyatakan sebagai hal yang tidak wajib untuk
dilakukan oleh Penggugat  dikarenakan = dalam  koridor
permasalahan PTDH Anggota Polri tidak diperlukan langkah
upaya administratif. Sedangkan, upaya administratif oleh
Penggugat dalam  putusan PTUN  Makassar  Nomor
11/G/2021/PTUN.MKS, merupakan suatu keharusan yang harus
ditempuh sebelum melayangkan gugatan ke PTUN. Hal ini bisa
dilihat dari pertimbangan hukum hakim yang menyatakan
bahwasanya  Penggugat tidak melakukan upaya Banding
Administratif, yang mana salah satu langkah dari upaya

administratif.

2) Permasalahan mengenai PTDH Anggota Polri tidak lepas dari
Surat  Edaran Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor

10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
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Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan, bagian E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha
Negara pada angka 3 huruf e disebutkan: pada pokoknya bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili
perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak
Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana
atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upaya
administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan.

Artinya adalah upaya administratif dalam perkara a quo baik pada
putusan PTUN Palembang maupun PTUN Makasar tidak
ditekankan untuk melakukan upaya administratif, melainkan
langsung melayangkan gugatan kepada PTUN pasca Surat

Keputusan Objek Sengketa a quo dikeluarkan.

. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan
Keputusan Kapolda  Sumatra  Selatan Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota
Kepolisian pada putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG
Menurut Indroharto, pengujian terhadap Keputusan Tata
Usaha Negara yang dilakukan oleh Hakim Tata Usaha Negara
perlu dipahami mengenai:
1) Aspek-aspek umum dari pengujian tersebut;

2) Ruang lingkup dari pengujian tersebut.
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Suatu penetapan tertulis (Keputusan Tata Usaha Negara)
dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
karena antara lain:%

1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan
atau menolak mengeluarkan suatu keputusan, padahal ia
sebenarnya tidak berwenang untuk berbuat demikian, atau
dengan kata lain suatu keputusan yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mempunyai
wewenang. Terhadap hal demikian apabila hal tersebut
disengketakan maka hakim yang memeriksa harus
membatalkan keputusan yang dimaksud.

2) Berdasarkan peraturan, yang bersangkutan memiliki
wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi
wewenang tersebut sebenarnya tidak diberikan kepada
instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang
digugat. Kasuistis yang demikian biasanya berhubungan
dengan delegasi yang sebenarnya delegasi tersebut tidak
didasarkan adanya suatu keputusan pendelegasian dari si
delegans.

3) Ada dasar dalam dalam peraturan perundang-undangan

3 Wicipto Setiadi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Perbandingan,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, him. 172-173.



tentang suatu wewenang, akan tetapi keputusan yang
disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan
dasarnya atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya.

4) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya
bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi.

5) Penetapan yang disengketakan itu  dikeluarkan
menyimpang dari peraturan-peraturan prosedur yang harus

ditetapkan.

Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
(Pasal langka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), maka
apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/95/1/2021 tanggal 27
Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas POLRI atas nama M. Raka Mulya Pratama Panglat
BRIPDA NRP : 97020296. (selanjutnya disebut Surat Keputusan
Tata Usaha Negara). Maka unsur-unsur Keputusan Tata Usaha
Negara dalam Surat Keputusan objek sengketa dapat
dideskripsikan sebagai berikut:
a. Unsur pertama Keputusan Tata Usaha Negara adalah

penetapan tertulis.

Secara teoritis, merupakan hukum publik (publiek
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rechts betrekking) senantiasa bersifat sepihak atau bersegi
satu, “Administratiefrechttelijk rechtshandelingen zijn
enzijdige rechtshandelingen” (tindakan hukum administrasi
adalah tindakan hukum sepihak). Surat Keputusan objek
sengketa dalam hal ini merupakan tindakan hukum sepihak
yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu dikeluarkan
oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yaitu Penggugat
melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf ¢
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk
kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan
yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha
Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut
undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat
Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta
mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu
ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya. Objek

sengkeata yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan
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material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab
telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat,
memutuskan, dan menetapkan, demikian pula telah jelas
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan,
nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal
apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat
keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang.

b. Unsur kedua adalah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata UsahaNegara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau
pejabat yang menyelenggara “urusan pemerintahan”. Surat
Keputusan objek sengketa dalam hal ini dikeluarkan oleh Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ukuran atau kriteria untuk
menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang
bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang
mempunyai fungsi melaksanakan pemerintahan (Pelayanan
Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara. Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah
Sumatera Selatan saat menerbitkan Surat Keputusan objek
sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi

menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yangbersifat
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C.

d.

eksekutif), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan

sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
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Unsur ketiga adalah berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha
Negara yang dapat menimbulkanhak atau kewajiban pada orang
lain. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan
telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara,
apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau
menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan
hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya.
Diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat
berarti Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang
menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang
telah ada sebelumnya yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/95/1/2021 tanggal 27
Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Dari Dinas POLRI atas nama M. Raka Mulya Pratama Panglat
BRIPDA NRP : 97020296., maka tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Unsur keempat adalah berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan harus didasarkan
padaperaturan perundang-undangan yang berlaku atau harus
didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Asas legalitas (legaliteit
beginsel) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara,
Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam
menyelenggarakan ~ fungsi  urusan pemerintahan  harus
berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada
dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa
berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

yakni Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan

Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Unsur kelima adalah bersifat konkret, individual, dan final.
Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat
dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat
konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud
dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat AnggotaPolri atas nama Penggugat. Objek sengketa

yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat
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individual, karena objeksengketa tersebut hanya ditujukan
kepada Pegawai Kepolisian adalahPenggugat. Objek sengketa
yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final,
karena menimbulkan akibat hukum yaitu diberhentikannya
Penggugat dari pekerjaannya sebagai Anggota Kepolisian.
Unsur keenam adalah menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa akibat hukum
diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan
akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena dengan
diterbitkannya objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat
tidak lagi menjadi seorang Anggota Kepolisian dikarenakan
adanya Surat Kepolisian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
atas nama si Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut maka Objek Sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu Surat Keputusan
seperti yang dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan objek
sengketa berupaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Sumatera Selatan Nomor : Kep/95/1/2021 tanggal 27 Januari 2021
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Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI
atas nama M. Raka Mulya Pratama Panglat BRIPDA NRP :
97020296. ditinjau dari aspek hukumnya (rechmatigheid).

Pokok permasalahan utama yang akan dibahas dalam
kepenulisan ini adalah bagaimana Hakim PTUN Palembang
dalam menentukan keabsahan Surat Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/95/1/2021 pada
putusan PTUN Palembang Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG dengan
pihak berpekara adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan sebagai Tergugat yang digugat oleh M. Raka Mulya
Pratama sebagai Penggugat akibat terbitnya Surat Keputusan
Objek Sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tahun

2021.

Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau
untukmenentukan suatu aspek legalitas, dapat ditinjau dari segi
prosedural/formal dan segi materiil/substansi dari proses
pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Adapun
syarat-syarat yang harus diperhatikan mencakup syarat materiil
dan syarat formil:

1) Syarat-syarat materiil terdiri dari:

a. Organ Pemerintah yang membuat ketetapan harus
berwenang;



b. Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-
kekuranganyuridis;

c. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan; dan

d. Ketetapan tidak boleh melanggar perundang-
undangan, serta isidan tujuan ketetapan harus sesuai
dengan peraturan dasarnya.

2) Syarat-syarat formil terdiri dari:

a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan
persiapandibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan
cara dibuatnyaketetapan harus dipenuhi;

b. Bentuk ketetapan harus berdasarkan peraturan dasar;

c. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan
harusdipenuhi; dan

d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-
hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya
ketetapan itu harus diperhatikan.

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi
syarat materiil dan syarat formil, maka keputusan ini
dikategorikan sah menurut hukum (rechtsgeldig), artinya dapat
diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan
dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formil
maupun materiil.2*

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu Surat
Keputusan objek sengketa hanya terbatas pada aspek hukumnya
saja  (rechtmatigheid) tanpa mempertimbangkan aspek
tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut (doelmatigheid). Alasan gugatan diatur dalam Pasal 53

% Ridwan HR, Op. Cit., him. 162.
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai
Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
memerlukan suatu alat uji atau tolok ukur (toetsingsgronden)
sebagai dasar pengujian. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPERATUN, alat uji tau
tolok ukur untuk menentukan keabsahan KTUN adalah Peraturan
Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik. Sehingga suatu KTUN vyang dikeluarkan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, karena apabila bertentangan maka
KTUN tersebut akan batal atau dinyatakan tidak sah.

Peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur untuk
menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan

Penjelasan Pasal 53ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9

84



Tahun 2004, menentukan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat dikategorikan bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yaitu apabila:

1)

2)

3)

4)

Aspek Kewenangan, yaitu dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang,
keputusan harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang
mengeluarkan keputusan tersebut;

Aspek  Prosedur/formil, yaitu bertentangan dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersifat
prosedur/formil,  Kkeputusan tersebut dikeluarkan
berdasarkan peraturan dasarnya dan

dalam pembuatannya juga harus memperhatikan cara
membuat keputusan yang dimaksud; dan

Aspek Substansi/materiil, yaitu bertentangan dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Yyang
bersifat substansial/materiil, meliputi pelaksanaan dan
penggunaan kewenangan apabila secara materiil telah
memenuhi perundang- undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan

olen badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak

memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek

substansi, dapat dikategorikansebagai KTUN yang bertentangan

dengan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan.

Menurut Penulis menguji suatu Keabsahan KTUN yang
pertama adalah Peraturan Perundang-Undangan dapat ditinjau
dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur,
dan aspek substansi. Adapun sebagai berikut :

1) Aspek Kewenangan

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau
dari aspek kewenangan berarti Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang mempunyai kewenangan. Berdasarkan
peraturan perundang- undangan dan doktrin, kewenangan
yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai sah atau
tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Badan yang tidak berwenang maka
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap tidak sah.
Menurut Riawan Tjandra kewenangan Pemerintah yang
dianggap tidak sah, yaitu:

a. Onbevoegheid ratione materiae, apabila suatu
keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan
perundang-undangan atau apabila keputusan itu
dikeluarkan olen Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang tidak berwenang mengeluarkannya;

b. Onbevoegheid ratione loci, keputusan diambil oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menyangkut hal
yang berada diluar batas wilayahnya (Geografis); dan
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c. Onbevoegheid ratione temporis, yaitu Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau
tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan Keputusan
Tata Usaha Negara.?®

Menurut Penulis Surat Keputusan Obyek Sengketa
berdasarkan pengujian dari aspek kewenangan bahwa
tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a
quo adalah benar terkait kewenangan yang diberikan
kepadanya. Ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan
kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
adalah sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia:

2). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia:

3). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan
KAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4). Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/X1/2003
tentang Pokok- Pokok Penyusunan LapisLapis
Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum di atas, Penulis
berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan
dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
(KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA)

untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari

% W. Riawan Tjandra, Op. Cit., him. 73.



2)
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Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun
Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya. Bahwa
Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang
tertinggi sampai terendah diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3
Oktober 2000. Selanjutnya dari objek sengketa, diperoleh fakta
hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat BRIPDA dan bertugas
pada kesatuan Kepolisian Resor Banyuasin;

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, dihubungkan dengan
fakta hukum Penggugat terakhir berpangkat BRIPDA yang dalam
hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan
Kepolisian Resor Banyuasin yang berada di wilayah Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan, maka Penulis berkesimpulan dalam aspek
kewenangan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)
untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa
keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat
adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Prosedur

Aspek ini menitik beratkan bagaimana KTUN itu

diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang

berwenang apakah sesuai dengan prosedur atau tata cara

peraturan perundang-undanganyang menetapkan atau tidak.



Menurut Van Der Pot?5, secara prosedural karena
KTUN  merupakan suatu  pernyataan  kehendak
(willsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak
boleh memuat kekurangan vyuridis (geen jundische
gebreken in de wilsvorming) dan ketetapan harus diberi
bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang
menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga
memperhatikan cara (procedur) membuat ketetapan itu,
bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan
dasar tersebut. Berdasarkan hal ini apabila hal tersebut tidak
terpenuhi maka dapat menyebabkan KTUNmenjadi batal
atau tidak sah, karena aspek ini menilai keseluruhan
rangkaian ~ proses pembentukan KTUN tersebut
berdasarkanPeraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Alasan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas POLRI karena Penggugat
melanggar Pasal 7 ayat huruf b dan Pasal 11 huruf c
Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Anggota POLRI diatur dalam ketentuan hukum

sebagai berikut:

% 1bid., him. 30.
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1). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
2). Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
3). Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Awal mula kasus yang menimpa Penggugat yakni
adanya Laporan Polisi Sipropam Polres Banyuasin Nomor:
LP- A/03/X1/2020/Sipropam tanggal 06 Nopember 2020
atas nama Penggugat yang diduga telah mengonsumsi
narkoba seperti tercantum dalam Berkas Pemeriksaan
Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor :
BP3KEPP/ 06/X1/2020/Sipropam tanggal 20 November
2020, dan kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kepala
Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL No. Lab
: SKHP/27/NNF/2020/ Narkoba tanggal 16 November 2020
termuat bahwa urine Penggugat positif mengandung
Metamfetamina;

Kemudian Kepala Kepolisian Resor Banyuasin telah

membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang
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ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga
Pelanggar atas nama Penggugat.

Setelah dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik
Profesi POLRI terhadap Penggugat, dijatuhkan Putusan
Nomor: PUT.KKEP/04/XI1l/ 2020/KKEP tanggal 15
Desember 2020, dengan sanksi administratif yang bersifat
rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) sebagai Anggota Polri. Atas putusan tersebut,
Penggugat mengajukan keberatan dan menyatakan banding
sebagaimana termuat dalam Berkas Pemeriksaan
Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor :
BP3KEPP/06/X1/2020/Sipropam tanggal 20 November
2020;

Sidang Banding Komisi Kode EtikProfesi POLRI
terhadap Penggugat yang menjatuhkan Putusan Nomor :
PUT BANDING/16/1/2021/Kom Banding tanggal 20
Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan
banding dari Pemohon Banding (in casu Penggugat) dan
menguatkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI
Nomor: PUT KKEP/04/XI1/2020/KKEP tanggal 15
Desember 2020.

Tergugat menerbitkan  Keputusan ~ Nomor

Kep/68/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penetapan
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3)

Penjatuhan Hukuman atas nama Penggugat, dan Tergugat
menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu
Keputusan Nomor : Kep/95/1/12021 tanggal 27
Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Dinas POLRI atas nama M. Raka Mulya

Pratama;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Penulis
berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah memenuhi
prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan
hukum yang mengaturnya, sehingga dari aspek prosedur
penerbitan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.

Aspek Substansi

Aspek ini menekankan pada materi isi KTUN yang
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
menetapkannya. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara
perlu ditinjau dari segi substansi. Menurut Indroharto,
Hakim Tata Usaha Negara memiliki penilaian sendiri
mengenai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
yang dapat dilakukan dengan cara:

Menguji Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari
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dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara
terhadap peraturan dasarnya dilakukan hanya terhadap
peraturan perundang- undangan yang dipergunakan sebagai
dasar menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
walaupun setelah Keputusan Tata Usaha Negara itu
ditetapkan terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan.

Selanjutnya sesuai dengan aspek substansi, Majelis
Hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan  yang
dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah mengenai
telah tepat atau tidaknya muatan keputusan yang menjadi
objek sengketa. Bahwa dalam PeraturanKAPOLRI Nomor
14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 7 ayat (1)
huruf b menyebutkan setiap Anggota POLRI wajib menjaga
dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan
kehormatan POLRI dan Pasal 11 huruf ¢ menyebutkan
setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati
norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal,
dan norma hukum.

Penggugat sebagai Anggota POLRI dengan Pangkat

Brigadir Polisi Dua, salah satu tugas utamanya adalah
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menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada
masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas
penyebaran narkotika/narkoba, namun justru berdasarkan
hasil tes urine terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis
Metamfetamina, sehingga majelis hakim menilai hal
tersebut telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan
POLRI yang dibebankan kepada setiap anggotanya
sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat (1) huruf b dan Pasal
11 huruf ¢ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Profesi POLRI.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penulis
berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi
juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kedua, keabsahan KTUN dapat dilihat dari tolok ukur
pengujian yang berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara,
Kuntjoro Purbopranoto?” mengemukakan sebagai berikut:
Asas kepastian Hukum;

Asas keseimbangan;

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan;
Asas bertindak cermat;

Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh;

Asas jangan mencampuradukkan kewenangan;
Asas permainan yang layak;

@roo0 o

Z’Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan
Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan ke-1V, 1985, him. 29-30.



Asas keadilan atau kewajaran;

Asas menanggapi pengharapan yang wajar;

Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal;
Asas perlindungan atas pandangan hidup;

Asas kebijaksanaan;

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

—xT oo

Analisis selanjutnya berkaitan pelanggaran terhadap
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam khasanah
Hukum Administrasi Negara dipahami bahwa Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik merupakan asas umum yang tidak
tertulis yang hidup dalam kehidupan pemerintahan, namun asas-
asas tersebut kini telah dituangkan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan, antara lain dalam Undang- Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU- AP).
Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah
prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaaan wewenang
bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan suatu Keputusan
dan/atau Tindakandalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis-
jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:
Kepastian hukum;

Kemanfaatan;
Ketidakberpihakan;
Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Kepentingan umum; dan
Pelayanan yang baik.
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Menurut Ridwan HR arti penting dan fungsi Asas-Asas
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Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam
melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan yang
bersifat samar atau tidka jelas. Sekaligus membatasi dan
menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan
freies ermessen, dengan demikian administrasi negara
diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad,
detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires;

b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, Asas- Asas
UmumPemerintahan Yang Baik dapat digunakan sebagai dasar
gugatansebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

c. Bagi Hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai
alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang
dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

d. Kecuali itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
tersebutjuga berguna bagi badan legislatif dalam merancang
suatu Undang- Undang.?®

Selain  mendalilkan  penerbitan  objek  sengketa
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku, Penggugat juga mendalilkan objek sengketa bertentangan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya

asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Atas dalil Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas
tersebut dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan dasar
pertimbangan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB), dan dengan demikian Pengadilan

berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan

2 Ridwan HR., Op. Cit., him. 239.

96



tidak bertentangan dengan AUPB.
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